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A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (Recht
Staat) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka
hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum
adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala
hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau
masyarakat maupun individu dengan -pemerintah. Prinsip negara hukum
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan
kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum
menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat
memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan
kewajiban seseorang sebagal subyek hukum dalam masyarakat. Tuntutan
terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya
tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik.
Akta atau juga disebut akte ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan
alat bukti. *

Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi,
posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum

bagi masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya wajib melaksanakan tugas

L A Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung : Alumni, 1983), him. 3
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penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.
Seorang Notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap amanah kejujuran,
saksama, mandiri, tak berpihak, dan menjamin terjaganya kepentingan pihak
terkait dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal
16 ayat. (1). huruf. UU Jabatan Notaris serta kewajiban lainnya adalah
mengikuti protokol Notaris dengan membuat Minuta Akta yang kemudian
disimpannya, hal ini tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b. Selain itu,
Notaris juga dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan
dengan pekerjaan dalam membuat akta tersebut, hal ini menjadikan
terbaginya ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran
materiil atas akta yang dibuatnya. > Tanggung jawab notaris selaku pejabat
umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4
(empat) poin, yaitu:®
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam
akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaraan materiil dalam
akta yang dibuatnyaTanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan
Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

kode etik notaris.

Notaris seharusnya dalam membuat akta harus memastikan

2Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika,
(Yogyakarta: Ull Press, 2009), him 39
3Ibid,hlm 34



pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya
sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Apa yang terjadi
apabila notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik
yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang untuk selanjutnya
disebut Undang-undang Jabatan Notaris semakin mempertegas posisi penting
notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui
akta otentik yang dibuatnya. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.*

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan norma moral yang

merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-
buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesi. Dalam hal
akta otentik yang dibuatnya apabila mengandung unsur perbuatan melawan
hukum, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan
perbuatannya di hadapan pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 66
ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan:
Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang
dileta_lkan pada m_inuta akta dan/atau protokol notaris dalam
penyimpanan notaris

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada
dalam penyimpanan notaris.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa
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Notaris berwenang untuk membuat akta otentik hanya apabila hal tersebut
dikehendaki atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi
kewenangan notaris hanya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang
hukum perdata saja.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris ada dua macam, yaitu akta
otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut dengan akta relaas dan
akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pihak-pihak atau
yang disebut sebagai akta para pihak atau akta partij.> Akta yang dibuat oleh
Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan
secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang
dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam
menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi akta notaris dapat juga
berisikan suatu ‘“‘cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang
dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau
diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan
untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan
memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris,
agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu
akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan”
notaris.®

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

5 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta, Centre For
Documentation and Studies Bussiness Law, 2003), hlm.250
6 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), him 2.



Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan,
kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta
otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan
kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada
tingkat nasional, regional maupun global. Untuk menjamin kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta
otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah
penting. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan
kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat
dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat
dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang
merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan
nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak. Keberadaan akta Notaris di
dalam negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial,
diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang
pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas
keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian
akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang
membuatnya.

Notaris dalam menjalankan kewajiban pembuatan akta terkadang
terjadi kelalaian sehingga harus berurusan dengan perkara hukum. Salah satu

contoh kelalaian tersebut terjadi pada salah seorang Notaris di Kota Semarang



yang membuat akta CV yang nomor akta minutanya berbeda dengan Salinan
aktanya. Adanya Notaris yang dipanggil dan diperiksa di Kepolisian
berkaitan dengan tugas yang dijalankan Notaris, yakni: membuat Salinan akta
pendirian CV vyang ternyata nomornya berbeda dengan minuta akta.
Sementara notaris yang bersangkutan tidak meyakini bahwa salinan akta yang
berbeda nomor dengan minuta akta tersebut. Notaris memiliki tanggung
jawab dalam hal ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, yang
telah diatur baik dalam Undang-Undang dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: Maka, hal ini sangat
menarik untuk diteliti dengan judul: “PROSES PENYIDIKAN NOTARIS
DALAM PERKARA PEMBUATAN SALINAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG NOMORNYA BERBEDA

DENGAN MINUTA AKTA (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik terhadap Notaris yang membuat Salinan akta
pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang nomornya berbeda dengan
minuta akta dalam kontruksi Perlindungan hukum?

2. Bagaimana kedudukan salinan akta yang nomornya berbeda dengan
minuta akta dalam kontruksi kepastian hukum?

3. Bagaimana contoh pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV)?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalahsebagai berikut:

1 Untuk mengetahui dan menganalisa peran penyidik terhadap Notaris yang
membuat Salinan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang
nomornya berbeda dengan minuta akta dalam kontruksi Perlindungan
hukum.

2 Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan salinan akta yang
nomornya berbeda dengan minuta akta dalam kontruksi kepastian hukum.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa contoh pembuatan akta pendirian

Perseroan Komanditer (CV).

D. Manfaat Penelitian
Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat
memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis,
adapaun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat
memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum
kenotariatan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan



manfaat baik kepada pembaca, akademisi maupun penulis sendiri. Adapun
manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
a. Manfaat bagi pembaca
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan
khususnya tentang yakni dengan diperolehnya pemahaman tentang
tanggung jawab Notaris.
b. Manfaat bagi akademisi
Bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya
di bidang kenotariatan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan
informasi bagi para pembaca yang berkepentingan.
c. Manfaat bagi penulis sendiri
Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian
studi  Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang

hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan
dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang
dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar
ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-
bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab

permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu
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didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:
1. Proses
Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris ini diperjelas lagi
dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis

Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 sbb:

a. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol
Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta
atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan
kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan
wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

b. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

c. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat
kantor Notaris; ¢. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d.
pokok perkara yang disangkakan.

d. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan
jawaban berupa  persetujuan atau penolakan  terhadap
permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.



11

e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima
permintaan persetujuan.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan istilah penyidikan dipakai sebagai istilah
hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang
Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah
pengusutan yang merupakan terjemah dari Bahasa Belanda, yaitu
opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
KUHAP menjelaskan bahwa:

“penyidikan-adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan
masalah istilah “criminal investigation”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah
melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai
masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka
penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-

peristiwa tertentu.”’

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat

" M. Husein harun, Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, PT. Rineka Cipta,
Jakarta: 1991, him. 58.
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dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak

pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk

mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan

b.

C.

Kapan tindak pidana itu dilakukan

Dimana tindak pidana itu dilakukan

. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
Mengapa tindak pidana itu dilakukan
Siapa pembuatnya
Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

Penyelidikan

. Penindakan

1) Pemanggilan
2) Penangkapan
3) Penahanan

4) Penggeledahan
5) Penyitaan
Pemeriksaan

1) Saksi
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2) Ahli
3) Tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
1) Pembuatan resume
2) penyusuna berkas perkara
3) penyerahan berkas perkara®

Kegiatan Penyidikan :

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun
yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara
pemeriksaan tersangka, dan berita acarapemeriksaan saksi.

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada
hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum
tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan
atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi
sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang
buktididalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan. Seseorang yang berwenang melakukan

pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

8 Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta,
1990, him. 24
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d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan
akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh
penyidik dan penyidik pembantu.

3. Notaris

Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu “tanda tulisan
atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan
ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter
yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat
(stenografie)”.?

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenali semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat atau orang lain.*°

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, Pasal 1 angka 1 disebutkan “Notaris yaitu Pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

lainnyasebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

°G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), (Jakarta:
Erlangga, 2000), him. 41
1G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit. him.31
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undang-undang lainnya”.!

Awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum
(private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani
kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian
hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap
diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap
diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan
perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran notaris berada dalam ranah
pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya
sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Hal ini berbeda dengan
peran dari seorang-advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan
pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan,
sedangkan profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin
kesulitan yang terjadi di masa mendatang.*

Kedudukan notaris sebagal pejabat umum menurut Habib Adjie,
dalam arti “kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan
kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi
kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka

95 13

kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris”.

4. Salinan Akta

11| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,
Pasal 1 angka 1.

12 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 2007), him.102

13 Habib Adjie, Op.cit., him.40
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Salinan Akta atau Grosse Akta adalah suatu Salinan atau turunan
dari kata autentik, yang memakai kepala di atasnya kata-kata: “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian
bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan
menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan
dan tanggal pemberian grosse itu, dimana Salinan tersebut mempunyai
kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap.
. Nomor Akta

Nomor Akta Notaris biasanya dibuat 1 digit, misalnya Nomor: 1,
atau 2 digit, misalnya Nomor: 01, atau 3 digit, misalnya Nomor: 001. Pasal
38 UUJN tersebut tidak membakukan nomor akta bulanan tersebut, tapi
hal tersebut hukum kebiasaan saja.

. Minuta Akta

Minuta Akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda
tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian
dari Protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah,

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan membuat akta
dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari

Protokol Notaris.”

Kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku dalam hal

Notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali tersebut yaitu
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meliputi akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, akta penawaran
pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak
diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka
konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang
mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau
korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,
seperti melalui pemberian retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum.** Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun
yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata
lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press. Jakarta, 1984, him. 133.
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kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk
mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan
hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.*®

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan
Hukum adalah perlindungan akan harkat danmartabat, serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.'® Sedangkan menurut
Setiono, perlindungan hukum adalah- tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.'” Menurut Muchsin, perlindungan hukum
merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan
hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap da

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

53.

15 Satjipto Raharjo, lImu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000) hal.

16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat dilndonesia, PT.Bina Ilmu,

Surabaya,1987,h. 1-2.

17 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister llmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.
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antar sesama manusia.'® Menurut Philipus M. Hadjon PerlindunganHukum
adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua
macam, yaitu:®
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan ~ hukum  yang represif  bertujuan  untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk

18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta;
magister IImu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

19 1bid, hal. 17
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kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan
dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari
kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami
jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk
mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu
yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika
deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor,

sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika
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tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus
sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang
kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab
itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.?
Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada
kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam
menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav
Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.
Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastiandalam
hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik
ketentuan maupun - keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,
konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.?* Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,
bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

20 Sjdharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, IImu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

21 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
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norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:?2
1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah

perundang-undangan.

2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada
kenyataan.

3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari  kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah
dilaksanakan.

4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya
bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut
Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu

kurang adil.

22 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.
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Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan
dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,

bukan sosiologi.??

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina serta, mengembangkan ilmu pengetahuan. IImu
pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis
dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat
diperiksa dan ditelaah ‘secara kritis, akan berkembang terus atas dasar
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini
terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan,
agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.?*

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: “Metodologi pada hakekatnya
memberian pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari,
menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.”

Metodologi dalam penelitian ilmiah mempunyai peranan®:

28 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1981), him.3.
% Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum
(Bandung: Standar Maju, 1995), him 58.
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1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang
belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan
penelitian yang interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasi serta mengintegrasikan data.
Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum
yuridis normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan
hukum positif (perundang—undangan) dan kontrak secara faktual pada
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna
mencapai tujuan yang telah ditentukan.?® Pengkajian tersebut bertujuan
untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in
concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Atau dengan Kkata lain apakah ketentuan Undang-Undang telah
dilaksanakan sebagaimana patut atau tidak, sehingga pihak-pihak yang

berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.

2. Spesifikasi Penelitian

%6 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti
, 2004), him. 134.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto
deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.?” Penelitian
deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di
dalam kehidupan masyarkat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta
secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.?® Dengan
penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah
(kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang
berhubungan dan menjelaskan tentang tanggung jawab Notaris dalam hal
pembuatan salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta.

. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data. Data yang akan
dikumpulkan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer,
yaitu berupa naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku
karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan
lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data primer yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum
yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

27Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981), him. 12.
ZMukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., him. 53.
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
¢. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor
MO1.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-
HT.03.10 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Notaris
f. Kode Etik Notaris
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari
beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer,
seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya
ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder
berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-
buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam
majalah/harian. Laporan penelitian, jurnal / makalah yang disajikan
dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki

relevansi dengan topik yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar sepanjang
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memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini, kamus

bahasa Indonesia dan esiklopedia.?®

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
maka pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Studi
Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan
cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi
ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya
dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat
memberikan solusi dari suatu permasalahan.

Teknik Analisa Data

Analisa data. merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil
penelitian menjadi * suatu laporan. Analisa data adalah proses
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data.*

Metode analisa data adalah analisis data kualitatif. Analisa data
kualitatif yaitu menghasilkan data diskriptif analisa yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang
diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum

sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara

2 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2007), him. 23.

him.3.

30 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996),
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deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara
interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah
dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab

permasalahan yang ada.®

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian
nantinya, maka sistimatika penulisan yang disusun antara lain sebagai
berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang
bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
penelitian.  Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang
digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan
umum tentang Perlindungan Hukum, Notaris, Sanksi Terhadap Notaris,
POLRI dan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan

31Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009),
him. 119.
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mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil
penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada
bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk
menjawab semua rumusan masalah yakni terkait kewenangan notaris dalam
melakukan perubahan berupa perbaikan dalam pembuatan akta, kedudukan
Salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam kontruksi
kepastian hukum, dan contoh pembuatan akta pendirian PERSEROAN
KOMANDITER (CV).
BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan
yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil
penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan

berguna bagi pihak terkait.



